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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan berkah dan
rahmatnya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan rencana
strategis (Renstra) Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016.

LKIP sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi
mengenai kinerja Kecamatan Bontang Barat dalam mencapai visi dan misi dalam rangka
mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good govermance).
Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan atau
kegagalan didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bontang Barat.

Diharapkan LKIP tahun 2016 sebagai umpan perbaikan kinerja Kecamatan
Bontang Barat dimasa yang akan datang yang lebih berkualitas sehingga berdaya guna
dan berhasil guna bagi masyarakat.

Kami menyadari LKIP yang kami susun masih jauh dari sempurna, Oleh karena
itu kami harapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan penyusunan LKIP yang
akan datang.

Akhirnya kami berharap LKIP ini dapat memberikan masukan dan manfaat yang
berharga bagi peningkatan kinerja Kecamatan Bontang Barat.

Semoga Allah SWT. Selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi

kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Bontang, 03 Januari 2016

Camat Bontang Barat

Anwar Sadat, SP
NIP. 197402192001121004
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Bontang Barat disusun
atas dasar dokumen Rencana Kinerja Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016 yang
merupakan penjabaran Rencana Strategis Pemerintah Kota Bontang. Sesuai Rencana
Strategis (Renstra) Visi Kecamatan Bontang Barat 2011 - 2016 adalah “Terwujudnya
Pelayanan Prima dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berkelanjutan”. Laporan ini
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Kantor Camat
Bontang Barat selama tahun 2016 sekaligus memenuhi amanah sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Permenpan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dalam periode Tahun 2016 menetapkan
2 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai yaitu sebagai berikut: (1) Meningkatnya

Kinerja Pelayanan Publik, (2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Jumlah alokasi anggaran belanja Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang
digunakan untuk mencapai sasaran strategis tahun 2016 adalah sebesar
Rp.4.524.853.828,00 (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus
Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), terdiri dari Belanja
Tidak Langsung untuk gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 2.319.735.467,00 (Dua
Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus
Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan Belanja Langsung untuk pelaksanaan program/kegiatan
sebesar Rp.2.205.118.361,00 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Juta Seratus Delapan Belas
Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu rupiah)

Sampai dengan 31 Desember 2016, anggaran belanja tidak langsung dapat
direalisasikan sebesar Rp. 2.219.646.746,00 atau 95,69%, sedangkan anggaran belanja
langsung dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.069.212.427,00 atau 93,84%. Sehingga
secara keseluruhan, realisasi penyerapan anggaran belanja daerah tahun 2016 adalah
Rp. 4.288.859.173,00 atau 94,78% dari total anggaran setelah perubahan APBD Tahun
2016.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi
Dasar pembentukan Kecamatan Bontang Barat adalah Peraturan Daerah Kota
Bontang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang
Barat.
Kantor Camat Bontang Barat beralamat di Tarakan RT.18 dengan luas wilayah
104,40 Km? dan jumlah penduduk sebesar 64.688 jiwa yang terdiri dari 3 kelurahan
dan 200 RT yang dipimpin oleh seorang Camat.

B. Aspek Strategis Organisasi
Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diembannya, Kecamatan
Bontang Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2016 yang
memuat Visi, Misi, Program dan Kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2011-2016

berikut target output dan outcome yang akan dicapai.

C. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan di Lingkungan
Pemerintah Kota Bontang, sebagai berikut :
a. Kedudukan
Kecamatan Bontang Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota
Bontang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bontang
melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang.
b. Tugas Pokok
Camat Kecamatan Bontang Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya sebagai
perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas Camat memperoleh pelimpahan
sebagian wewenang Walikota.
c. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Camat menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan meliputi :
1. Menyusun pemaparan operasional renstra SKPD
2. Menyusun rencana program dan Kkegiatan wurusan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Menyusun laporan  penyelenggaraan urusan  pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan

Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
kelurahan di wilayah kerjanya

Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan tata
pemerintahan

Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan tata
pemerintahan

Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan tata pemerintahan
Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan
ekonomi dan pembangunan

Mengoordinasikan dan mengendalikan  penyelenggaraan urusan
ekonomi dan pembangunan

Melakukan evaluasi penyelenggaraan wurusan ekonomi dan
pembangunan

Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan
ketentraman dan ketertiban

Mengoordinasikan dan mengendalikan  penyelenggaraan urusan
ketentraman dan ketertiban

Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan Kketentraman dan
ketertiban

Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial

Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial

Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan
masyarakat dan kesejahteraan sosial

Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan
pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan
pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemeliharaan dan
pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan
pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan

Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan

pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan lembaga dan

organisasi kemasyarakatan

Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan

pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan

Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan

pelayanan umum/masyarakat termasuk pelayanan yang belum dapat

dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan
Mengoordinasikan penyelenggaraan
umum/masyarakat termasuk pelayanan
dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan
Melakukan evaluasi penyelenggaraan
umum/masyarakat termasuk pelayanan
dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan

Melaksanakan koordinasi penerapan dan

urusan pelayanan

yang belum dapat

urusan pelayanan

yang belum dapat

penegakkan peraturan

perundang-undangan sesuai batas kewenangan yang dimiliki

Melaksanakan evaluasi dan monitoring dan pelaporan lingkup tugas

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Melaksanakan konsultasi dan koordinasi, secara horizontal, vertikal dan

diagonal sesuai dengan kewenangannya

Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya

Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan

Membuat laporan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan

Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan

Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan

maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya

Malaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai berikut :

a. Camat

b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :

1) Kasubag Umum

2) Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan

Kasi Tata Pemerintahan

d. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
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e. Kasi Ekonomi dan Pembangunan

f.  Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
g. Kasi Pelayanan Umum
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bontang Barat
CAMAT
v v
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNGSIONAL KECAMATAN
KASUBBAG UMUM KASUBBAG PERENCANAAN
PROGRAM DAN KEUANGAN
+ v v v v
KASI TATA KASI KASI KASI
KASI EKOBAN
PEMERINTAHAN 3| EKOBANG TRANTIB PM DAN KESSOS | | PELAYANAN UMUM

KELURAHAN J

E. Sumber Daya Manusia
Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 Kecamatan Bontang Barat memiliki

sumber daya manusia sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dengan klasifikasi sebagai

berikut :
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
No Pangkat/Golongan Ruang Jumlah %
1 | Pembina /(IV/a) 1 orang 313
2 | Penata Tingkat I/(I11/d) 5 orang 15,6
3 | Penata /(III/c) 2 orang 6,25
4 | Penata Muda Tingkat I /(I1I/b) 1 orang 3,13
5 | Penata Muda /(IlI/a) 4 orang 12,5
6 | Pengatur TingkatI/(II/d) 4 orang 12,5
7 | Pengatur /(Il/c) 3 orang 9,38
8 | Pengatur Muda Tingkat I/(I1/b) 0 orang 0,00
9 | Pengatur Muda /(II/a) 1 orang 3,13
10 | Non PNS 11 orang 34,38
Jumlah 32 orang 100
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Komposisi Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Bontang Barat berdasarkan

latar belakang pendidikan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Kecamatan Bontang Barat
Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Keterangan :

Tahun 2016 Jenjang
Pendidikan PNS Non PNS

ESD ESMP HSLTA/SMK mD3 mS1 ©S2 S2

S1

D3

O (B[

SMA/SMK

SMP -

N IS IS S Sy

SD -

50% Total 21 11

Jumlah Pegawai Seluruhnya = 32 Orang

Komposisi Pegawai Kecamatan Bontang

Barat menurut Jenis Kelamin, Keterangan :
Tahun 2016 i
K’fms. PNS Non PNS
m Laki-Laki m Perempuan elamin
L 13 6
P 8 5
Total 21 11

Jumlah Pegawai Seluruhnya =32 Orang

Perbandingan jumlah pegawai dengan beban kerja, secara kuantitas sudah

memadai tetapi masih perlu ditingkatkan secara kualitas.

F. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi Organisasi

Analisa isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam
proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan yang
telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis
meningkatkan ekseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan secara
moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.
Identifikasi permasalahan-permasalahan Kecamatan Bontang Barat :
1. Permasalahan Internal

¢ Sumber Daya Manusia belum optimal
Secara kuantitas 32 orang pegawai Kecamatan Bontang Barat sudah memadai

tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan
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pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Harapan kedepan masing-masing

pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, pembekalan atau

pencerahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan didukung dengan anggaran
yang memadai. Selain itu pemahaman dan kesadaran pegawai dalam
pelaksanaan jam kerja masih kurang bisa mematuhi sesuai ketentuan yang
berlaku.

e Sarana dan Prasarana Terbatas

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Bontang Barat masih terbatas

sehingga mengganggu dan memperlambat pelayanan dan pelaksanaan kegiatan

rutin. Hal ini disebabkan pagu anggaran yang terbatas sehingga pengadaan
barang tidak bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan.
¢ Administrasi belum tertata dengan baik

Arsip merupakan hal sangat penting sebagai bukti dokumen pelaksanaan setiap

kegiatan atau dokumen penting lainnya. Pengelolaan arsip di Kecamatan

Bontang Barat belum tertib sehingga masih perlu penataan yang lebih baik

khususnya arsip hidup yang harus selalu siap kapan diperlukan.

2. Permasalahan Eksternal antara lain :
e Lingkungan Hidup

a. Seiring dengan pertambahan penduduk Bontang Barat berdampak pesat
terhadap pembangunan termasuk pemukiman di kawasan hutan lindung.
Sampai saat ini pemerintah belum bisa berbuat banyak untuk melakukan
penggusuran atau tindakan lain terhadap pemukiman tersebut.

b. Kelurahan Kanaan berpenduduk mayoritas memelihara babi yang dijadikan
sebagai mata pencaharian dan menambah pendapatan keluarga. Sampai saat
ini ternak babi masih menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks bagi
masyarakat maupun dampak lingkungannya yaitu:

- Kandang-kandang babi letaknya berdekatan dengan permukiman
penduduk dan kantor pemerintahan sehingga menimbulkan
pencemaran lingkungan dan pencemaran udara bagi lingkungan sekitar.

- Belum ada pengelolaan yang baik untuk pembuangan limbah/kotoran
babi dan makanan babi sehingga berdampak terhadap pencemaran
udara dan pencemaran sanitasi lingkungan.

- Belum adanya Peraturan Daerah Kota Bontang yang mengatur sistem
peternakan koloni yang dikembangkan.

- Sesuai hasil musrenbang tingkat kecamatan masalah kandang babi
merupakan skala prioritas setiap tahunnya tetapi sampai saat ini belum

terealisasi karena masih terkendala lahan/lokasi.
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Pertanahan

Pencapaian administrasi pertanahan mencapai 80% disebabkan tidak semua
permohonan bidang pertanahan dapat direalisasikan karena adanya
permohonan yang masuk kawasan hutan lindung, Taman Nasional dan sengketa
tanah.

Untuk kawasan hutan lindung harapan masyarakat agar ditinjau kembali
tentang dan diberikan sosialisasi sehingga masyarakat bisa memahaminya. Hasil
dilapangan menunjukkan bahwa dikawasan hutan lindung banyak penduduk
yang membangun tempat tinggal dan pemukiman lainnya termasuk rumah
ibadah, sekolah dan rumah sakit. Selain itu permasalahan tapal batas antara
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Pemerinta Kota Bontang
(Kecamatan Bontang Barat) yang belum selesai sampai sekarang. Lokasi
perbatasan berada disepanjang jalan pipa gas berbatasan dengan Kelurahan
Belimbing : RT.49, Kelurahan Gunung Telihan : RT.20, RT.23, RT.25 dan RT.26

dan Kelurahan Kanaan : RT.01 sepanjang jalan Flores.

G. Sistimatika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja

Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016 sebagai acuan untuk perbaikan Kinerja Tahun

selanjutnya. LKIP Kecamatan Bontang Barat disusun dengan sistematika sebagai

berikut :

Bab I

Pendahuluan, berisi tentang Gambaran Umum Organisasi, Aspek Strategis
Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber
Daya Manusia, Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi dan

Sistematika Penyajian

Bab Il Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, berisi tentang Rencana Strategis

(vang meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi,

Kebijakan, Program dan Kegiatan) dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran capaian Kkinerja

(perbandingan antara target dan realisasi kinerja) serta analisis akuntabilitas

kinerja

BAB IV Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kerja organisasi
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BABII
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS
Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Insntansi Pemerintah (SAKIP), Rencana
Strategis merupakan acuan sebagai dasar penentuan sasaran, program dan kegiatan
Kecamatan Bontang Barat yang nantinya terukur dalam LKIP Kecamatan Bontang
Barat karena dalam sasaran dan kegiatan tersebut dapat dilihat indikator -
indikatornya serta target dan pencapaian kinerja Kecamatan Bontang Barat
1. Visi
Visi Kota Bontang :
“MENGUATKAN BONTANG SEBAGAI KOTA MARITIM BERKEBUDAYAAN
INDUSTRI YANG BERTUMPU PADA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

2. Misi
Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bontang tersebut,
maka Misi Pembangunan Kota Bontang sebagai berikut :

a. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan
kualitas sumber daya manusia;

b. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan
kualitas lingkungan hidup;

c. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui

pengembangan perekonomian berbasis sektor maritim.

3. Tujuan
Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Bontang Barat sebagai
berikut :
a. Meningkatkan Kinerja pelayanan publik;

b. Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan;

4. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan oleh Kecamatan Bontang Barat dalam jangka waktu tertentu.
Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang

berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.
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Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Kecamatan Bontang Barat
sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;

b. Meningkatkan kualitas lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunaan.

5. Indikator Kinerja
Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan dalam
mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya.
Untuk masing-masing sasaran strategis akan ditetapkan indikator Kinerja
sebagai tolok ukur keberhasilan sebagai berikut :
Tabel 6 : Sasaran dan Indikator Kinerja
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA
(1) (2) (3)
Meningkatnya kualitas a. | Nilai IKM
pelayanan masyarakat b. | Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi

sesuai kriteria yang dibutuhkan

c. | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
yang memadai

d. | Jumlah pelayanan yang sudah memiliki SOP

Meningkatkan kualitas a. | Persentase kegiatan yang terserap dalam
lingkungan dan partisipasi Perencanaan Pembangunan
masyarakat dalam b. | Lomba Kelurahan yang menghasilkan juara

pelaksanaan pembangunaan dengan skor nilai yang selalu meningkat

6. Strategi

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan
kedalam kebijakan-kebijakan dan program dengan memperhatikan sumber daya
organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian secara

bertahap sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA
NO SASARAN SASARAN STRATEGI
(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya a. | Nilai IKM Menyusun alur pelayanan,
kualitas menyediakan kotak saran /
pelayanan pengaduan dan membuat leaflet
masyarakat atau brosur pelayanan

b. | Jumlah aparatur yang Meningkatkan profesionalisme,
memiliki kompetensi kinerja dan akuntabilitas sumber
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sesuai kriteria yang daya manusia aparatur dengan
dibutuhkan pelaksanaan bimtek maupun
diklat
c. | Tersedianya peralatan dan | Mengadakan atau memelihara
perlengkapan kantor yang | peralatan dan perlengkapan
memadai kantor dengan baik
d. | Jumlah Pelayanan yang Menyusun SOP pelayanan dan
sudah memiliki SOP memperbarui SOP yang telah ada
2. Meningkatkan a. | Persentase Kegiatan yang | Melakukan kegiatan Musyawarah
kualitas terserap dalam perencanaan pembangunan
lingkungan dan Perencanaan
partisipasi Pembangunan
masyarakat
dalam b. | Skor nilai Lomba Memberikan motivasi dan
pelaksanaan Kelurahan pembinaan/bimbingan ke tingkat
pembangunaan kelurahan terkait lomba
kelurahan

7. Kebijakan
Strategi memerlukan persepsi dengan tekanan khusus yang terjabar dalam
bentuk kebijakan sehingga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan
tertentu.
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Kecamatan Bontang Barat
memiliki kebijakan sebagai berikut :
1. Pengembangan data dan informasi pelayanan
2. Pengembangan kinerja pelayanan yang memenuhi azas, prinsip dan standar
pelayanan publik
3. Optimalisasi peran aparatur dalam pemeliharaan sarana dan prasarana
kantor
Optimalisasi peran dan fungsi pemerintahan kelurahan
Pengembangan etos dan budaya kerja sumber daya manusia aparatur
Pengembangan kecakapan dan ketrampilan sumber daya manusia aparatur
Penyusunan SOP pelayanan

Memperkuat Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)

© © N o s

Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan
lingkungan
10. Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan
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8. Program dan Kegiatan
Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan
proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan suatu kegiatan Kecamatan Bontang Barat memiliki 8 (delapan)
program, terinci sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Terdiri dari 12 Kegiatan yaitu :

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

ISR

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

a o

Penyediaan Alat Tulis Kantor

®

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

-n

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SR

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

[—

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
j. Penyediaan Makanan dan Minuman
k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Terdiri dari 5 kegiatan yaitu :
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
(Pada Anggaran Perubahan 2016 Program dan Kegiatan ini dihapus)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Terdiri dari 6 Kegiatan yaitu :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD
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b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
d. Penyusunan Renja SKPD
e. Penyusunan Laporan Akuntabilitas
f. Penyusunan Renstra SKPD
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan
Terdiri dari 6 Kegiatan yaitu :
a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Tingkat Kecamatan
b. Pembinaan Kelurahan
c. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan
d. Pelayanan Administrasi Pertanahan Tingkat Kecamatan
e. Penyusunan Profil dan Monografi Kecmatan
f. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
7. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Terdiri dari 6 Kegiatan yaitu :
a. Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong
b. Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
c. Fasilitasi Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
d. Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu
e. Peningkatan Pembinaan Keterampilan dan Peran Perempuan
f. Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
8. Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan Lingkungan
Terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
a. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

(Pada Anggaran Perubahan 2016 Program dan Kegiatan ini dihapus)

- |
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B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja tahun 2016 Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bontang

Barat sebagai berikut :

PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2016
KECAMATAN BONTANG BARAT

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1. [Meningkatnya peran serta aparatur 1. Prosentase pejabat yang memiliki kompetensi sesuai 100%
dalam memberikan pelayanan kepada kriteria yang dibutuhkan
masyarakat serta optimalnya kegiatan [2. Prosentase aparatur yang sudah mengikuti diklat 100%
penyelenggaraan pemerintahan, teknis substantif/ fungsional

2. |Terwujudnya kedisiplinan dan 1. Prosentase kehadiran aparatur 100%
pemahaman aparatur terhadap tugas |2. Prosentase pelanggaran disiplin aparatur 0%
dan fungsi sebagai pelayan 3. Prosentase kualitas pelayanan 100%

3. |Terwujudnya koordinasi dan 1. Prosentase ketentraman dan ketertiban lingkungan 100%
sinkronisasi internal sesama aparatur,
dengan tokoh masyarakat dan instansi |2. Prosentase penyelesaian permasalahan- 100%
terkait dalam rangka menyukseskan permasalahan
pelaksanaan pembangunan dan 3. Prosentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan- 100%
pelayanan kepada masyarakat kegiatan sosial ?

4. [Terwujudnya partisipasi aktif 1. Prosentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan 100%
masyarakat dalam perencanaan, pembangunan
pelaksanaan dan pengawasan 2. Prosentase jumlah keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan kegiatan pembangunan 100%

Program Anggaran Keterangan

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp 256.690.000,00 APBD

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur : Rp 100.000.000,00 APBD

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : Rp 63.420.000,00 APBD

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Laporan : Rp  23.750.000,00 APBD

Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan : Rp 170.780.000,00 APBD

6. Program Fasilitasi Peningkatan : Rp 4.100.000,00 APBD
Sarana/Prasarana dan Lingkungan

7. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat : Rp 635.890.000,00 APBD

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp 2.004.066.040,00 APBD

Jumlah :  Rp 3.258.696.040,00
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Perubahan Perjanjian kinerja tahun 2016 Organisasi

Kecamatan Bontang Barat sebagai berikut :

PERUBAHAN PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2016
KECAMATAN BONTANG BARAT

Perangkat Daerah

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. [Meningkatnya kualitas pelayanan a Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 291
masyarakat
b Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai
o . 9 Orang
kriteria yang dibutuhkan
¢ Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang .
. 582 unit
memadai
d Jumlah pelayanan yang sudah memiliki SOP 28 SOP
2. |Meningkatnya partisipasi aktif a Persentase Kegiatan yang terserap dalam 100%
masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan ’
pelaksanaan pembangunan
b Skor nilai Lomba Kelurahan 228
Program Anggaran Keterangan
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 117.115.000,00 APBD
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Rp  53.000.000,00 APBD
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp - APBD
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistim Laporan Rp 4.350.000,00 APBD
Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan : Rp  34.475.000,00 APBD
6. Program Fasilitasi Peningkatan Rp - APBD
Sarana/Prasarana dan Lingkungan
7. Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Rp 386.488.800,00 APBD
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.609.689.561,00 APBD

Jumlah :

Rp 2.205.118.361,00
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi LKIP tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi tahun sebelumnya, rekomendasi yang belum ditindaklanjuti
adalah sebagai berikut :

a. Dalam penyusunan Renstra belum menyajikan Indikator Kinerja Tujuan dan
belum sepenuhnya menyajikan IKU

b. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran belum memenubhi kriteria indikator kinerja
yang baik

c. Penetapan Kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala

d. Belum terdapat mekanisme pengumpuan data kinerja pada IKU

e. IKU belum sepenuhnya dapat diukur secara obyektif dan menggambarkan hasil

f. IKU belum sepenuhnya relevan dengan kondisi yang diukur dan belum
sepenuhnya dapat diukur realisasinya

g. Indikator Kinerja Sasaran belum sepenuhnya menggambarkan hasil, belum
relevan dengan sasaran yang diukur, belum cukup untuk mengukur sasaran

h. Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan

i. LKIP Bontang Barat belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis
mengenai capaian kinerja

j. Kecamatan Bontang Barat belum sepenuhnya menggunakan perbandingan data
kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun

sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan

_________________________________________________________________________________________________________________________|
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja Tahun 2016 memuat sasaran strategis, indikator

kinerja, target, realisasi dan capaian, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

NO| SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET | Realisasi | Capaian
1 2 3 4 5 6
1. [Meningkatnya kualitas a Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) 2,01 0 0%
pelayanan masyarakat
b Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai
L . 9 Orang | 9 Orang | 100%
kriteria yang dibutuhkan
¢ Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yan,
wap perienkap Y& | 58 unit | 553 unit | 95,02%
memadai
lah pel h iliki SOP
d Jumlah pelayanan yang sudah memiliki SO 28 SOP 28 SOP 100%
Meningkatnya partisipasi Persentase Kegiatan yang terserap dalam
2. | onimekatiye parfisipast 1, glatan yang P 100% | 100% | 100%
aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan
setiap proses pelaksanaan
pembangunan Skor nilai Lomba Kelurahan 228 228 100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Analisis sasaran-sasaran strategis dapat dijelaskan melalui penjelasan indikator

kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah

sebagai berikut :

Sasaranl >

7
L X4

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Capaian Tahun 2016
Sasaran Indikator Kinerja Satuan P
Th.2015 . .| Persentase
Target |Realisasi X
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |Meningkatnya kualitas a. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Nilai 0% 291 0 0%
pelayanan masyarakat Masyarakat)
b. Jumlah aparatur yang
memiliki kompetensi sesuai | Orang 100% 9 9 100%
kriteria yang dibutuhkan
c. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor yang Unit 100% 582 553 95,02%
memadai
d. Jumlah pelayanan yang
SOP 1009 28 28 1009
sudah memiliki SOP % %

a. Nilai IKM

Pada tahun 2015 Kecamatan Bontang Barat menunjuk tim independen

untuk melakukan penilaian IKM dengan memetakan IKM menjadi sembilan unsur

pelayanan yaitu : persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan,

biaya tarif, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku
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pelaksana, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan, Saran dan masukan.
Hasilnya diperoleh akumulasi IKM sebesar 2,91 atau dengan nilai konversi IKM
sebesar 67,03.

Untuk tahun 2016 Nilai IKM yang ditargetkan 2,91 tidak dapat
direalisasikan dikarenakan data kuisioner tidak dibuat dan tidak disebar ke
responden sehingga tidak ada penilaian IKM Kecamatan Bontang Barat Tahun
2016.

Nilai IKM merupakan indikator kinerja yang baru dituangkan di Renstra
Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016-2021 sehingga untuk tahun-tahun
sebelumnya perbandingan capaian kinerja tidak sepenuhnya bisa dilakukan

sebab sasaran indikator kinerja mengalami perubahan dan perbaikan.

b. Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai Kriteria yang dibutuhkan

Untuk tahun 2015 persentase capaian kinerja untuk indikator ini telah
mencapai 100%.

Pada tahun 2016, realisasi telah sesuai dengan target yang ditetapkan
sehingga persentase capaian 100%. Pengukuran jumlah aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai kriteria yang dibutuhkan dilakukan dengan menghitung
jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti diklat teknis maupun
fungsional pada tahun 2016 sebagai berikut :

No Nama Jenis Diklat
1 [Anwar Sadat, SP - |Standar Pelayanan Kecamatan Kelurahan
- [Implementasi dan Sosialisasi UU No 9 Tahun 2015 serta
penerapan dan kebijakan manajemen Kepegawaian
- |Diklat RKPD
2 |H. Alimuddin, SH, M.Si - [Pelayanan publik bagi unit kerja pelayanan masyarakat
Kecamatan dan Kelurahan
3 |Sjahruddin, ST - |Partisipasi aktif masyarakat dalam P4GN
4 |ldris Saleh - |Partisipasi aktif masyarakat dalam P4GN
5 |Arni Fahriana, SE - |Diklat Penyusunan Laporan Keuangan
- |Diklat RKPD
6 |Ega Purnamasari, A.Md - |Diklat Penyusunan Laporan Keuangan
7 |Bayu Setiawan, A.Md - |Diklat Penyusunan Laporan Keuangan
8 |Tajuddin Ismail, A.Md - [Diklat Penyusunan Laporan Keuangan
9 [Iswansyah - |Diklat Penyusunan Laporan Keuangan

c. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

Pada tahun 2015 indikator kinerja ini belum menjadi indikator kinerja sasaran

Kecamatan Bontang Barat namun dalam realisasinya peralatan dan perlengkapan

kantor tahun 2015 telah memadai.
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Target pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor hingga pada tahun 2016
berjumlah 582 unit namun realisasi hanya berjumlah 553 unit sehingga persentase

pencapaian 95,02%. Hal tersebut dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.

d. Jumlah pelayanan yang sudah memiliki SOP
Pada tahun 2015 dan 2016 SOP Pelayanan Kecamatan Bontang Barat telah
memenuhi target sehingga realisasi 100% namun untuk kedepannya Kecamatan
Bontang Barat akan melengkapi SOP sesuai dengan peraturan terbaru. Berikut 28 SOP
yang ada di Kecamatan Bontang barat pada tahun 2016 :
1. Penyelesaian Sengketa Tanah

Pelayanan Surat Tanah

Pelayanan Pengantar Surat Pindah

Pelayanan Pengantar Kartu Keluarga dan KTP

Pelayanan Pengantar Surat Kelahiran

Penyusunan Laporan Pengawasan Partai Politik

Penyerahan SPPTP PBB

Pelayanan Penyelesaian Gangguan Trantibum

© 0 N o s W N

Penjagaan keamanan Tempat Bencana

Uy
(e

. Penjagaan Keamanan dan Trantibum

—_
—_

. Pelayanan Rekomendasi ljin Penebangan Pohon Pembukaan Lahan

Uy
N

.Pelayanan surat Pengantar Rekomendasi Ijin Pemancar Radio Swasta/ Antar
Penduduk

13.Pelayanan surat Pengantar Rekomendasi ljin Penjualan, Pengelolaan dan
Pengangkutan Bahan Beracun dan Berbahaya

14. Pelayanan surat Pengantar Rekomendasi ljin Penggunaan Fasilitas Umum/ Sosial

15. Pelayanan surat Pengantar Rekomendasi Ijin Pemasangan Reklame, Billboard dan
Spanduk

16. Pelayanan Surat Pengantar Keterangan tidak Terlibat Organisasi Terlarang

17. Pelayanan Surat Pengantar Kehilangan

18. Pelayanan Surat Pengantar Rekomendasi Ijin Keramaian

19. Pelayanan Surat Pengantar SKCK

20. Pelayanan Surat Pengantar IMB

21. Pelayanan Surat Pengantar Ketereangan Usaha

22.Pelayanan Surat Keterangan Domisili Bangunan

23. Pelayanan Surat Pengantar SITU

24. Pelayanan Surat Pengantar Pemasangan PDAM

25. Penyaluran Bantuan Sosial

26. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu
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27.Pelayanan Surat Pengantar Nikah

28. Pelayanan Surat Pengantar Kematian

*

¢ Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun 2016
dengan tahun lalu (tahun 2015) dan beberapa tahun terakhir (2013 dan 2014)

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Realisasi Kinerja beberapa tahun terakhir

Realisasi Th. Realisasi Tahun Lalu
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan ealisast
2016
2013 2014 2015
2 3 4 5 6 7 8
1. [Meningkatnya kualitas a. Nilai IKM (Indeks Kepuasan
pelayanan masyarakat Masyarakat) Nilai 0 0 0 0
b. Jumlah aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai kriteriayang | Orang 9 95% 95% 100%
dibutuhkan
c. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor yang Unit 553 100% 100% 100%
memadai
d. Jumlah pelayanan yang sudah
memiliki SOP SOP 28 100% 100% 100%
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Sasaran dan Indikator Kinerja sebelumnya (Renstra 2011 - 2016) :

Realisasi Realisasi Tahun Lalu
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan
Th. 2015
2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8
1. [Meningkatnya peranserta a. Prosentase pejabat yang

aparatur dalam memberikan memiliki kompetensi sesuai % 100 85 90 95

pelayanan kepada masyarakat kriteria yang dibutuhkan

serta optimalnya kegiatan

penyel.enggaraan b. Prosentase aparatur yang sudah

pemerintahan, pembangunan mengikuti diklat teknis % 100 90 95 95

dan sosial kemasyarakatan substantif/fungsional

2. [Terwujudnya kedisiplinan dan | a. Prosentase kehadiran aparatur % 100 95 95 95
pemahaman aparatur terhadap

tugas dan fungsi sebagai b. Prosentase pelanggaran disiplin | % 0 3 2 1

pelayan masyarakat aparatur

c. Prosentase kualitas pelayanan % 100 90 95 95
3. |Terwujudnya koordinasi dan | a. Prosentase keamanan dan % 100 85 90 95
sinkronisasi internal sesama keterlibatan lingkungan

aparatur, dengan tokoh

masyarakat dan instansi b. Prosentase penyelesaian % 100 80 85 95

terkait dalam rangka permasalahan-permasalahan

mensukseskan pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan | ¢, prosentase keterlibatan

kepada masyarakat masyarakat dalam kegiatan- % 100 80 85 95

kegiatan sosial
4. |Terwujudnya partisipasi aktif | a. Prosentase partisipasi

masyarakat dalam masyarakat dalam kegiatan % 100 85 90 95

perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan

pengawasan pembangunan

b. Prosentase jumlah keterlibatan
masyarakat dalam kegiatan % 100 80 85 95
pembangunan

a. Nilai IKM
Nilai IKM merupakan indikator Kkinerja yang baru dituangkan di Renstra
Kecamatan Bontang Barat Tahun 2016-2021 sehingga untuk tahun-tahun
sebelumnya perbandingan capaian kinerja tidak sepenuhnya bisa dilakukan
sebab sasaran indikator kinerja mengalami perubahan dan perbaikan.

b. Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai kriteria yang dibutuhkan
Indikator ini sudah ada didalam Renstra sebelumnya sehingga perbandingan
realisasi 3 tahun terakhir disesuaikan dengan data sebelumnya.

c. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

Indikator ini merupakan indikator baru yang dituangkan didalam Renstra 2016-
2021. Indikator Kinerja ini tidak tertulis langsung dalam sasaran indikator tahun-

tahun sebelumnya namun realisasi dilapangan mencapai 100%.
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d. Jumlah pelayanan yang sudah memiliki SOP
Indikator ini merupakan indikator baru yang dituangkan didalam Renstra 2016-
2021. Namun pada pelaksanaannya Kecamatan Bontang Barat telah memiliki SOP

Pelayanan sehingga realisasi di lapangan adalah 100%.

7

¢ Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target
jangka menengah yvang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra

Persentase Capaian
Realisasi Th. Target Renstra Terhadap Target
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Tahun
2016 Renstra Tahun
2015 2016 2016 2017
2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Meningkatnya kualitas a. Nilai IKM (Indeks Kepuasan
pelayanan masyarakat Masyarakat) Nilai 0 0 291 0% 100%
b. Jumlah aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai kriteriayang | Orang 9 9 9 100% 100%
dibutuhkan
c. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor yang Unit 553 553 582 95,02% 100%
memadai
d. ]umla-l}-l pelayanan yang sudah Sop 23 28 28 100% 100%
memiliki SOP

Dari hasil capaian sasaran I dapat disimpulkan bahwa tidak semua indikator terealisasi
100% hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pemerintah Kota Bontang dan
belum tertibnya administrasi di Kecamatan Bontang Barat sehingga IKM belum bisa
terlaksana. Namun untuk tahun berikutnya akan diadakan perbaikan untuk peningkatan
kinerja Kecamatan Bontang Barat.
Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
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Meningkatnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam setiap proses

Sasaran 2 2> pelaksanaan Pembangunan

+¢ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016

Capaian Tahun 2016
Sasaran Indikator Kinerja Satuan P
Th.2015 . .| Persentase
Target |Realisasi )
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Mefungkatnya partisipasi [ a. Persentase Kegiatan yang % 100% 100% 100%
aktif masyarakat dalam terserap dalam
setiap proses pelaksanaan perencanaan pembangunan
pembangunan b. Skor nilai Lomba Kelurahan | Nilai 228 228 100%

a. Persentase Kegiatan yang terserap dalam perencanaan pembangunan
Indikator ini merupakan indikator baru di sasaran strategis 2016-2021 Kecamatan
Bontang Barat. Persentase capaian ditahun 2016 adalah 100%.

b. Skor Nilai Lomba Kelurahan
Kegiatan Lomba Kelurahan ini setiap tahun dilaksanakan oleh Kecamatan Bontang
Barat namun baru tahun 2016 ini dijadikan indikator kinerja sasaran strategis
2016-2021. Untuk skor Juara 1 Lomba Kelurahan tahun 2016 mencapai 228 diraih
oleh Kelurahan Belimbing. Realisasi ini sesuai dengan target yang ditetapkan

sehingga persentase capaian 100%.

% Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016
dengan tahun lalu (tahun 2015) dan beberapa tahun terakhir (2013 dan 2014)

Realisasi Th. Realisasi Tahun Lalu
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan
2016
2013 2014 2015
2 3 4 5 6 7 8
2. |Meningkatnya partisipasi aktif | a. Persentase Kegiatan yang
masyarakat dalam setiap terserap dalam perencanaan % 100
proses pelaksanaan pembangunan
pembangunan
b. Skor Nilai Lomba Kelurahan Nilai 228

- |
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+ Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Target Renstra

Realisasi Th.
Tahun

2016

Persentase Capaian
Terhadap Target Renstra

Tahun

2015 2016

2016

2017

2

3

5 6 7

8

9

. |Meningkatnya partisipasi aktif | a.

masyarakat dalam setiap

Persentase Kegiatan yang
terserap dalam perencanaan

100

100%

100%

proses pelaksanaan pembangunan
pembangunan
b. Skor Nilai Lomba Kelurahan 228 228 100% 100%
Dari hasil capaian sasaran II dapat disimpulkan bahwa semua indikator terealisasi

100% hal ini dikarenakan adanya peran aktif dan kerjasama antara aparatur dan

masyarakat Kecamatan Bontang Barat

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tersebut adalah :

1. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan

C. REALISASI ANGGARAN
Target dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan

Belanja Modal Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2016

No Uraian ]fenls Anggaran Setelah Realisasi Belanja Persentase
Belanja Perubahan
1 Belanja Pegawai | Rp. 3.080.568.988,00 Rp. 2.931.369.569,00 95,16%
2 Belanja Barang Rp. 1.429.484.840,00 Rp. 1.342.689.604,00 93,93%
3 Belanja Modal Rp. 14.800.000,00 Rp. 14.800.000,00 100,00%
Jumlah | Rp. 4.524.853.828,00 Rp. 4.288.859.173,00 94,78%

Sedangkan Target dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,

dan Belanja Modal Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2015

No Uraian ]fenls Anggaran Setelah Realisasi Belanja Persentase
Belanja Perubahan
1 Belanja Pegawai | Rp. 3.292.364.635,00 Rp. 2.820.929.168,00 85,68%
2 Belanja Barang Rp. 2.168.598.000,00 Rp. 2.063.284.177,00 95,14%
3 Belanja Modal Rp. 224.850.000,00 Rp. 202.941.100,00 90,26%
Jumlah | Rp. 5.685.812.635,00 Rp. 5.087.154.445,00 89,47%
Realisasi penyerapan anggaran SKPD selama dua tahun terakhir

menunjukkan Kkinerja keuangan yang fluktuatif. Pada tahun 2016, persentase
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penyerapan anggaran sebesar 94,78 persen, mengalami peningkatan dari tahun
2015 yang mencapai 89,47 persen.

Penyerapan anggaran berdasarkan Jenis Belanja juga sangat fluktuatif.
Belanja Pegawai mengalami peningkatan dari 85,68 persen pada tahun 2015
menjadi 95,16 persen pada tahun 2016. Belanja Barang dan Jasa mengalami
penurunan dari 95,14 persen pada tahun 2015 menjadi 93,93 persen pada tahun
2016. Demikian halnya dengan Belanja Modal yang mengalami peningkatan
persentase penyerapan anggaran dari 90,26 persen pada tahun 2015 menjadi 100

persen pada tahun 2016.
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Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja adalah

sebagai berikut :

. Tahun 2016 Anggaran
A L. Capaian Penanggung
No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Th. 2015 . _|persentase . o Persentase Jawab
. Target | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan Pagu Realisasi Capaian e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meningkatnya , Nilai IKM (Indeks Nilai 2,91 0 0% . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.609.689.561,00 | Rp1.490.021.727,00 | 92,57%
1. [kualitas pelayanan Kepuasan Masvarakat)
masyarakat . Jumlah aparatur yang . Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 117.115.000,00 | Rp 101.381.000,00 86,57%
memiliki kompetensi Oran 100% 9 9 100% . Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp - Rp -
. . . (o]
sesuai kriteria yang g 0 . Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Rp 53.000.000,00 | Rp  53.000.000,00 | 100,00%
dibutuhkan Aparatur
- Tersedianya peralatan dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem
i 0 9 0
perlengkapan kantoryang | Unit | 100% | 582 553 95,02%  Pelaporan Capaan Kinerja dan Keuangan Rp  4.350.000,00 | Rp  4.350.000,00 | 100,00%
memadai
Camat
Jumlah pelayanan yang
- sudah memiliki SOP SOP | 100% | 28 28 100%
2. |Meningkatnya . Persentase Kegiatan yang . Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Rp  34.475.000.00 | R0 34.475.000.00 | 100.00%
.. . . . . f . . f y 0
partisipasi aktif terserap dalam % 100% | 100% | 100% 100% Kecamatan/Kelurahan P P
masyarakat dalam perencanaan N o
tiap proses pembangunan . Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Rp 386.488.800,00 | Rp 385.984.700,00 99,87%
se
pelaksanaan - Skor nilai Lomba Nilai 228 228 100% Program Fasilitasi Peningkatan Sarana/Prasarana dan R ) R B
pembangunan Kelurahan ° " Lingkungan i P
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Camat Bontang Barat
merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2015.
LKIP disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan,
secara umum dapat terlaksana dengan baik tetapi masih perlu meningkatkan capaian
secara kualitas.

Melalui LKIP diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata
kepemerintahan yang baik dan bersih (Clean and Good Governance) yang pada

gilirannya akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
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